
 

 

 

 
 

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR  16  TAHUN 2008 

TENTANG 

RETRIBUSI  IZIN  MENDIRIKAN BANGUNAN 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA 

BUPATI PIDIE JAYA, 
 
Menimbang :   a.    bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan sumber 

Pendapatan asli daerah Kabupaten dalam rangka peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan pada 
umumnya;   

b. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan   
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota yang 
pemungutan harus berdasarkan Qanun Kabupaten; 

c. bahwa untuk pemungutan retribusi atas pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan diharuskan dengan Qanun;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu 
Qanun. 

 
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); 
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3893); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang  Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 
4441); 

9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4441); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4623 ); 

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4683); 

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang     
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun  ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  KABUPATEN PIDIE JAYA  

 dan 
 BUPATI PIDIE JAYA 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG 
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 

 
BAB  I 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten  Pidie Jaya. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 
3. Bupati  adalah Bupati Pidie Jaya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten Pidie Jaya. 
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5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten 
Pidie Jaya. 

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan 
orang pribadi dan/atau badan. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Badan adalah suatu  bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 
koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestarian lingkungan. 

10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh 
Pemerintah Kabupaten kepada pribadi atau badan, termasuk 
merehab/merenovasi, suatu  bangunan. 

11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan–bangunan yang secara 
langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas 
satu kepemilikan. 

12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya 
atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah 
yang berhubungan dengan mengadakan bangunan.  

13. Garis Sepadan adalah garis  yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as 
jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling 
atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan. 

14. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan 
antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling. 

15. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan 
antara jumlah luas lantai dengan luas kapling. 

16. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari 
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut. 

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan  Izin Mendirikan Bangunan. 

19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 
data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan 
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 
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20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat 
disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat 
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 
pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB  II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Pemerintah Kabupaten menata, mengendalikan dan mengawasi  kegiatan 
mendirikan bangunan dalam Kabupaten. 
 
 

Pasal 3 
Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan, merubah, 
Merehab/merenovasi  suatu bangunan di dalam Kabupaten diwajibkan memiliki 
Izin Mendirikan Bangunan. 
 

Pasal 4 
Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan mewujudkan penataan 
bangunan gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
(RTRWK). 
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